
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi 
Sulawesi Tenggara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 71 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara RI Nornor 5587, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun ~O 14 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

BUPATI MUNA BARAT, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERlNTAH DESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATl MUNA BARAT 
NOMOR ~3 TAHUN 2017 

BUPATI MUNA BARAT 
PROVINS[ SULAWESI TENGGARA 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Muna Barat. 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat. 
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah 

Kabupaten Muna Barat. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah. Desa ?-dalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu 
Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan 
Pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 

9. Kepala . Seksi adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. 

10. ~epala Urusan adalah merupakan unsur staf sekretariat yang 
ertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 1 

11 :e~~~i~!:/ peahndukung pelaksanaan tugas-tugas pemeJ:t!h:an 
. ay an atau Kepala Dusun adalah akan . 

pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas ke~~an unsur 
12. Struktur Organisasi dan Tata ke . P . . 

sistem dalam kelembagaan dal IJa emenntah Desa adalah satu 
serta hubungan kerja am pengaturan tugas dan fungsi 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI 
SUSUNAN ORGANISASI 
PEMERINTAH DESA. 

MEMUTUSKAN : 

MUNA BARAT TENTANG 
DAN TATA KERJA 

Menetapkan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2093); 

• 
! 

,,. 



Pasal 4 
( 1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai 
satuan tugas kewilayahan. 

(2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan desa, luas wilayah kerja, karateristik, geografis, dan 
jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang 
tugas. 

(3) Togas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksa.naan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa. dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

Pasal 5 
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa. sebagai 
pelaksana tugas operasional. 

(2) s~=:~ ~b<;.i::sid:~s~k~a::m=~~i;:si 
yaitu seksi p:::.e:::~pelayanan, paltn~ sediki~ 2 (dua) seksi 
pelayanan. an, serta seksi keseJahteraan dan 

(3) M~~ing~masing seksi sebagaimana d 
d1p1mpm oleh Kepala Seksi. imaksud pada ayat (2) 

Pasal 2 
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat 

Desa. 
(2) Perangkat Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : 

a. Sekretariat Desa; 
b. Pelaksana Kewilayahan; dan 
c. Pelaksana Teknis. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 

Pasal 3 
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 2 Ayat (1) 

huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur 
staf sekreta.riat. 

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usa.ha dan 
umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling 
sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan keuangan dan urusan umum 
dan perencanaan. 

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dipimpin oeh Kepala Urusan. 

BABU 
STRUKTUR ORGANISASI 
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Pasal 7 
(1) Sekretari_s Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan 

Sekretariat Desa. 
(2) Sekr~~s ~esa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

adnun1stras1 pemerintahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yan d · 

ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : g imaksud pada 
a. Mel~~~ urusan ketatusahaan seperti tata naskah 

adm1n1stras1 surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. , 
b. Melaksanakan urusan umum rti 

perangkat desa penyediaan sepe penataan administrasi 
kantor, penyi~pan ra at prasarana p~r~gk9:t desa dan 
inventarisasi, perjalanan di~a~ d penf administras1an asset, 

c. Melaksanakan urusan k , an pe ayanan ~mum. 
administrasi keuan an euan~ru:1 seperti pengurusan 
pendapatan dan ;e , 1 admin1strasi sumber-sumber 
keuangan, dan admin~;~ u~an, verifikasi administrasi 
Perangkat Desa BPD d asi penghasilan Kepala Desa 
lainnnya. ' an Lembaga Pemerintahan De~ 

(4) Melaksanakan urusan perencanaan . 
anggaran pendapatan dan b 1 . sepern menyusun rencana 
data dalam rangka pemban e anJa desa, menginventarisir data­ 
evaluasi program, serta penyufunnanan,l melakukan monitoring dan aporan, 

Pasal 6 
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataa.n dan 
pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan. 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah 
raga, dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 
dan lembaga lainnya. 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 



Pasal 10 
( 1) Kepala Kewilayahan a tau Ke ala D 

unsur satuan tugas kewilayah~ usun berkedudukan sebagai 
(2) Kepala Kewilayahan bertugas ~embantu 

pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Desa dalam 

Pasal 9 
( 1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 
(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana 

tugas operasional. 
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi : 

a. KepaJa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa · 

b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi 
melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 
pen_ib~~nan bidan~ pendidikan, kesehatan dan tugas 
sos1al1~s1 s~i:m ~otivasi masyarakat di bidang budaya, 
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 
pemuda, olah raga dan karang taruna serta melaksanak 
pen~luhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak d: 
kewaJ1ban masyarakat, meningkatkan upaya partis · · 
:asyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarl::1 

eagamaan, dan ketenagakerjaan. ' 

Pasal 8 
( 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas- 
tugas pemerintahan. . . 

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi : 
a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga 
Pemerintahan Desa lainnya. 

b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi 
mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan dan melaksanakan urusan 
ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat 
menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

~ . ' 



( 1) P~ngisian struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasa.l 2 wajib telah menyesuaikan berdasarkan 
peraturan ini terhitung mulai tanggal O 1 Juni 201 7. 

(2) P~rangkat Desa yang masih memenuhi persyaratan sejak 
d1und~gkan peratur~ ini dilakukan penataan dan penempatan 
kembah tanpa metalui seleksi. 

(3) ~elu~~ ~erangkat Desa yang terbentuk sebelum Peraturan 
~pa mi berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 

dibentuknya perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab 
memimpin dan mengkordinasi bawahannya dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 12 

BABV 
TATA KERJA 

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan dengan tingkat 
perkembangan desa yaitu : 
a. Desa Swasembada; 
b. Desa Swakarya;dan 
c. Desa Swadaya. 

(2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) 
Seksi. 

(3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi. 
(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi. 
(5) Tingkat perkembangan masing-masing desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 11 

BAB IV 
ORGANISASI PEMERINTAH DESA 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Kewilayahan memiliki fungsi : 
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 
penataan dan pengelolaan wilayah; 

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga lingkungannya; 

(3) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 

' ', 
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Ditetapkan di Laworo 
Pada tanggal 9-- 'b - 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Muna Barat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 14 

BAB VII 
KETENTU AN PENUTUP 
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